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BUPATI KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMORS3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN 

PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian bantuan 
pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat 
dalam menempuh Pendidikan di Kabupaten Konawe, 
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara 
dan Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian kembali 
dengan Peraturan Bupati; 

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pedoman Pemberian bantuan pendidikan bagi 
Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355 ) ;  

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14  Nomor 244 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 1  
Tahun 2017 Ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 1  
Tahun 201 7 Ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 
6477); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6322 ) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718 ) ;  

12 .  Peraturan Presiden Nomor 12  Tahun 1961 tentang 
Pemberian Togas Belajar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi Nomor 2278); 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  
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Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

15 .  Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257 ) ;  

16.  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Tahun 2022 Nomor 265) ; 

17 .  Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 ten tang Pedoman 
Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara 
dan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
2022 Nomor 527); 

18 .  Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 594); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI 
APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 
2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi 
Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat (Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 527) diubah sebagai 
berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga selengkapnya berbunyi 

se bagai beriku t: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1 .  Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahunl945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Konawe. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Konawe. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

7. Non ASN adalah Pegawai yang tidak berkedudukan 
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada 
instansi pemerintah dan digaji berdasarkan peraturan 
perUndang-Undangan. 

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 
Manusia (BKPSDM) adalah unsur pendukung tugas 
Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala Badan 
danberkedudukan dibawah serta bertanggung jawab 
kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. 

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 
negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

10. Surat keterangan melanjutkan studi adalah surat 
keterangan dari Pejabat Berwenang yang diberikan 
kepada ASN yang sedang menempuh / Menyelesaikan 
pendidikan. 

1 1.  Togas Belajar adalah penugasan ASN untuk mengikuti 
Pendidikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah 
kabupaten Konawe. 

12 .  Togas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam 
dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki 
izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang 
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

13. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 
perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/ a tau 
melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 
oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN 
karena melanggar peraturan disiplin ASN. 

15 .  Bantuan Pendidikan adalah Bantuan biaya Pendidikan 
dari Pemerintah yang memiliki potensi akademik untuk 
mencapai pendidikan lebih tinggi diberikan kepada 
mahasiswa hanya satu kali pada setiap jenjang 
pendidikan. 
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16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup diploma, 
program sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi serta program spesialis yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 
kebudayaan bangsa indonesia. 

1 7. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang 
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 

18. Perguruan Tinggi Negeri yang disingkat dengan PTN 
adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau 
diselenggarakan oleh Pemerintah. 

19.  Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat 
dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 
dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat. 

20. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal 
yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 
menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku. 

2 1 .  Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan 
dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan profesi dan/ atau pendidikan 
vokasi. 

22. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya 
disebut SPP adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa 
yang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan 
perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses 
pendidikan. 

23. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang 
berkedudukan di wilayah kabupaten Konawe. 

2 .  Ketentuan Pasal 15 diubah selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15  

( 1 )  Pembiayaan bantuan Pendidikan bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe tahun anggaran berkenan. 

(2) Komponen dan Besaran bantuan pendidikan yang 
diberikan, sesuai dengan alokasi anggaran yang 
tersedia pada tahun anggaran berjalan dengan tetap 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Komponen bantuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud ayat (2), meliputi : 
a. SPP atau sebutan lainnya; 

b. Biaya bahan bacaan; dan 
c. Biaya penunjang lainnya. 

3 .  Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: 
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Bagian Kedua 
Penyaluran 

Pasal 16 

Penyaluran pembayaran bantuan pendidikan dilakukan 
dengan mekanisme: 
a. SPP atau sebutan lainnya dilakukan dengan transfer 

bank ke rekening lembaga pendidikan tinggi atau 
rekening Fakultas tempat penerima bantuan 
pendidikan; 

b. Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 5  ayat (2) huruf b, 
huruf c, dan huruf d dilakukan dengan transfer bank 
ke rekening mahasiswa; 

c. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki 
semester berikutnya, Lembaga pendidikan tinggi 
menyampaikan kepada pemberi bantuan pendidikan 
terkait informasi dan data pembayaran SPP semester. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di 
undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Ditetapkan di Unaaha 
Pada tanggal, lo h5 2023 
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BU NAWE, 

� - - - - · · ·  
-  - - - - - -  

1  5GO 
. 

2 ps\SE 
- - -  - - - -  

F  

6�ffC7(V\ _ - - - - - -  1v 
A&#s wk 
A3Ip sh 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 65 

Diundangkan di Unaaha 
Pada tanggal, /00V 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPA N KONAWE, 


